PEMERINTAI KABUPATEN KUDUS

S  Gaas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

Sy

NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG

PEMBENTUKAN, K EDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSE DAN SUSUNAN ORGANISAST DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RATTMAT TUHAN YANG MATIA [ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang ~ 2. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 fentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah. maka
oreanisasi dan tatakerja Dinas Dacrah Kabupaten Kudus yang dibentuk
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Dacrah Kabupaten Kudus,
perlu diadakan penyesuaian |

b. bahwa schubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu mencabut
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Dacrah Kabupaten Kudus dan
menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus dengan Peraturan
Daerah ;

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah :

to

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 353, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041). sebagaimana diubzh dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) |

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839 ) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) .
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. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301 ) ¢

Peratwran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 lcnt'zlflg J“lﬁ)‘;g
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

n 2000 tentang Kewenangan
Daerah  Otonom
ahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahu
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamb
Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018),
scbagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4194 )

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) |

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4263 ) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden ;

. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-
produk Hukum Daerah ;

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M.PAN / 4 / 2003 Nomor
17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 / KEP
/ M.PAN / 4 / 2003 tentang Penetapan Esclon Kepala Tata Usaha
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum ;



Memperhatikan
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omor 50/ KEP

a N
Aparatur Negara ata Usaha

. an Menteri Pendayagunaan ; 0!
16. Keputusan Men endayag o]

/ M.PAN / 2003 tentang Penetapan
Sekolah Menengah Kejuruan ;

2003 tentang Tata
S taris Dacrah
at Struktural

17. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor l(f l’al}un Py
Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian

, E iab
Propingi, Sekretaris Dacrah Kabupaten / Kola Sgrfa é’e-Ja
Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;

. < ¢ tan al
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah I\abupa'enczl,'::n Dc:gfﬂn
8 Scptember 2003 Nomor 15 Tahun 2003 ftentang Pers )JRancangan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas 6 (cn«’imt it Dasadh
Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus tentang chcanqr Slmli SIJ«m s
Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 Pcmbcmuk.jm, Kec u(h K1I;upatcn
Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekrcmnat'DﬂC'ra ‘Susunan
Kudus ; chﬁbéntukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dalré ey
Organisasi Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah ‘S S
Kudus; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, danbe:tsu Vo
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rudu§ :_Pem Dacra};
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Ql'gamsa31 sz:ls o
Kabupaten Kudus; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus u

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Dengan mencabut :

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS.

'PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN
KUDUS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kudus ;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus :

Bupati adalah Bupati Kudus ;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus ;

Dinas Dacrah adalah Dinas Dacrah Kabupaten Kudus

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dacrah Kabupaten Kudus |
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia ;
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8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sclanjutnya ‘“-"Ch"l’ UPID adalah
unsur pelaksana operasional Dinas Dacrah Kabupaten [\UQUS ; .

9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan vang mcnun:lU“\‘m ‘luﬁgilij
tanggung jawab, wewenang dan hak sescorang Pegawai Negen o1p
dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara ; .

10. Jabatan  Fungsional adalah kedudukan yang mcnuﬂ.l}’k'f“" 'ng'asii
tanggung jawab, wewenang dan hak sescorang Pegawai Negen - 1p’
dalam suatu satuan organisasi vang dalam pelaksanaan lugas‘!'?’s:
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu scrta bersia

i s : fvaralle ) angKa
mandini dan untuk kenaikan pangkatnya disyaralkan dengan : gk
Kredit.

BAB 1I
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Peraturan Daerah ini menetapkan Pembentukan Dinas Daerah.

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
a. Dinas Pendidikan ;
b, Dinas Keschatan
Dinas Pendapatan Daerah ;
Dinas Pekerjaan Umum ;
Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi ;
Dinas Pertanian ;
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi ;
Dinas Perhubungan ;
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

@ = o oo

Tea o et
= k =y

BAB I
DINAS PENDIDIK AN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan F ungsi

Pasal 3
Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di
bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaks

anakan kewenangan
desentralisasi di bidang pendidikan,



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Din
Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

1.
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3.

N

11.

(1)

Pasal 5

as

e RS uai kebijakan
perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan scsual kebijaka

yang ditetapkan oleh Bupati ; e
pelaksanaan penyusunan rencana dan program, moniorin
dan pelaporan di bidang pendidikan ;

penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan ;
pelaksanaan  pengkoordinasian,  penyediaan, dan
standarisasi sarana dan prasarana pendidikan ;
pelaksanaan pemberian dukungan dan kerjasama pengembang
bidang pendidikan ; < condidikan
pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan tenaga kepen

dan non kependidikan berdasarkan standar pengembangan pelayanan
minimal pendidikan ;

pembinaan dan pemberdayaan pendidikan Iuar sekolah, pemuda dan
olah raga ; o
pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
pendidikan ;

pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas

g, cvaluasi,

pcnyusunan

an

. pemantauan  pelaksanaan pendidikan, standarisasi sarana dan

prasarana pendidikan ;
pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
2) Subbagian Keuangan ;

¢. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
1) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
2) Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis Pendidikan Dasar :

d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan
1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah :
2) Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis Pendidikan Menengah ;

¢. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan -
1) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pra Sekolah :
2) Seksi Pemuda dan Olah Raga ;
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£ Bidang Perencanaan dan  Sarana  DPrasarana  Pendidikan,
membawahkan :
1) Scksi Perencanaan dan Evatuasi :
2) Scksi Sarana dan Prasarana Pendidikan ;

g. Unit Pclaksana Teknis Dinas adalah :
1) UPTD Sckolah Menengah Pertama;
2) UPTD Sckolah Menengah Aas ;
3) UPTD Sekolah Menengah Kejuruan ;
4) UPTD Pendidikan Kecamatan,

(2) Bagian Tata Usaha schagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin olch

scorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas,

(3) Bidang-bidang scbagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin olch seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(5) Schsi-scksi schagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh scorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD Sckolah Menengah Pertama, UPTD Sckolah Menengah Atas
dan UPTD Sckolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang
Kepala yang dijabat oleh pejabat fungsional guru, sedangkan UPTD
Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh scorang Kepala yang dijabat
oleh Pejabat Struktural, dan masing-masing Kepala UPTD berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 7
Dinas Keschatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di

bidang kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.



Pasal 8

. o iteanakan kewenangan
Dinas Keschatan mempunyai ugas pokok melaksanakan ke

descntralisasi di bidang keschatan.

Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 e
Keschatan menyelenggarakan fungsi -
1. perumusan kebijakan tcknis di bidang
ditetapkan olch Bupati ;
penyusunan rencana  dan - program,
pelaporan di bidang keschatan . o
3. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pcngcmb.?ng.'m di blflang
pencegahan, pemberantasan penynkil dan penychatan lmg,kungﬂ“_-
4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan bidang
pelavanan  keschatan, farmast, kosmetika, dan  alat keschatan,
keschatan ibu anak, dan usia lanjut ; ,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan bidang
kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat dan gizi masyarakat ;
6. penyelenggaraan sistem informast kesehatan dan standar pelayanan
minimal kesehatan ;
7. pemberian perizinan dan pelaksana
Keschatan ;
8. pembinaan terhadap UP TD |
9. pengelolaan urusan kepegawaian, kcuangan, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

. SRR ano
kesehatan scsual kebijakan yans

moniloring, cvaluasi, dan

)

n

an pelayanan umum dibidang

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1) Subbagian Kepegawaian :
2) Subbagian Keuangan dan Umum ;

¢. Bidang Bina Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,
membawahkan :
1) Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit ;
2) Seksi Penyehatan Lingkungan |

d. Bidang Bina Pelayanan Keschatan, membawahkan :
1) Seksi Pelayanan Kesehatan dan Farmasi ;
2) Seksi Keschatan Ibu, Anak, dan Usia Lanjut ;
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¢. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan
1) Seksi Peran Serta Masyarakat |
2) Scksi Peningkatan Gizi Masyarakat ;
{. Bidang Perencanaan, Perizinan dan Sertifikasi, membawahkan:
1) Seksi Perencanaan, Data dan Evaluasi :
2) Scksi Perizinan dan Sertifikas :

. Unit Pelaksana Tcknis Dinas adalah :
1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat |
2) UPTD Gudang Farmasi ;
3) UPTD Laboratorium Kesehatan.

Bagian Tata Usaha schagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin olch
scorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawa
kepada Kepala Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh scorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Scksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh scorang Kepala Scksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

UPTD Gudang Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan
dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Pejabat Struktural,
sedangkan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala vang dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional, dan masing-
masing Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bagan Organisasi Dinas Keschatan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 11

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.



Pasal 12

tugas pokok melaksanakan

Dinas Pendapatan Dacrah mempunyat
atan dacra.

Lewcnangan desentralisasi di bidang pendap

Pasal 13

: 2 as
Untuk melaksanakan tugas pokok gebagaimana dimaksud Pasal 12, D
Pendapatan Dacrah nwnyclcnggm'akﬂn fungst

], perumusan kebijakan (eknis di bidang pend
kebijakan yang ditetapkan olch Bupati |
pelaksanaan penyusunan rencana dan progra
pelaporan, dan pengembangan di bidang pendapat

3. pengkoordinasian di bidang pendapatan Daerah ; B
pon dalian dan pengaturan teknis

P 9 l
apatan dacrah sesud

m, monilorng; evaluasl,

an dacrah ;
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S

penyelengoaraan, pengawasan. pengen
pungutan Daerah ; Coa
- Y 5 3 : un tan
5. pelaksanaan pembinaan, peningkatan dan fasilitasi  pungy

pendapatan dacrah ;

6. pemberian perizinan dan pelaksanaan pela
pendapatan Dacrah ;

7. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi m
dacrah

8. pengelolaan urusan kepegawaian, kcuangan,
masyarakat, organisasi dan (atalaksana, umum dan barang d

yanan umum di bidang

anajemen pendapatan

hukum, hubungan
acrah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1) Subbagian Keuangan ;
2) Subbagian Umum ;

¢. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, membawahkan :
1) Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah |
2) Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah ;

d. Bidang Operasional Pendapatan Daerah, membawahkan :
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan |
2) Seksi Penetapan dan Penagihan ;

¢. Bidang Pengendalian Pendapatan Dacrah, membawahkan
1) Seksi Pembinaan dan Evaluast ;
2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
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BAB VI
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama '
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 15

Dinas DPekerjaan  Umum  merupakan unsur pelaksana Pemerintah
orang Kepala yang

Kabupaten di bidang pekerjaan umum dipimpin oleh se <p '
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupatt melalui Sekretarts
Daerah.

Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan desentralisasi di bidang pekerjaan umum.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16, Dinas

Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesual
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati :

2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan di bidang pekerjaan umum ;

3. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan pengujian mutu di bidang

pekerjaan umum ;

pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ;

pelaksanaan rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan ;

penyusunan rencana tata bangunan dan permukiman ;

pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah, tata ruang Kota,

kawasan, dan permukiman ;

8. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan prasarana  permukiman,
pengelolaan bangunan dan pembinaan konstruksi ;

N o w ok
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; ot ksploitasi, dan
pelaksanaan pembangunan, perbaikan, peningkatan, eksi

pemeliharaan prasarana dan sarana pengairan , L dibidang
pemberian perizinan dan  pelaksanaan pelayanan

pekerjaan umum ; . am. hubungan
pengelolaan urusan  kepegawaian, - keuangan, :ui\;“ ’dacmh.
masyarakal, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang

Bagian Kedua
Susunan Organisast

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dart :

a. Kepala Dinas ;

-

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1) Subbagian Kepegawaian |
2) Subbagian Kcuangan dan Umum :

¢. Bidang Bina Marga, membawahkan :
1) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan ;
2) Scksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :

d. Bidang Pengairan, membawahkan :
1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan ;
2) Seksi Pendayagunaan ;

¢. Bidang Permukiman, membawahkan :
1) Seksi Tata Bangunan dan Permukiman |
2) Seksi Prasarana Permukiman ;

f. Bidang Perencanaan, Data dan Pelaporan, membawahkan :
1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi ;
2) Seksi Data dan Pelaporan ;

g Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah :
1) UPTD Pemadam Kebakaran ;
2) UPTD Perbengkelan.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh

seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing

dipimpin oleh scorang Kepala Bidang vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

(4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.



, oo masing dipimpin

(3) Scksi-scksi schagaimana dimaksud ayat (1), masing mm;:%r(ar?ggum'

oleh scorang Kepala Scksi vang berada di bawah dan be 5
Jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

oleh

. : ing dipimpin
(6) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimp ab

. jaw
scorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung Ja
Kepada Kepala Dinas.

R : ;ebagaimana
(7) Bagan Organisasi Dinas Pckerjaan  Umum gQalah sebags
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Dacrah int.

BAB VI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama _
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi merupa!(an unsur
pelaksana  Pemerintah  Kabupaten di bidang pengendalian hnglfungan
hidup, pelestarian sumber daya alam, pertambangan dan energl sertzf
kebersihan dan pertamanan dipimpin olch seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas
pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengendalian
dampak lingkungan, pelestarian sumber daya alam, pertambangan dan
energl serta kebersihan dan pertamanan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20, Dinas

Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian  dampak

lingkungan, pelestarian sumber daya alam, pertambangan dan cnergi

serta kebersihan dan pertamanan sesuai kebijakan yang ditetapkan
oleh Bupati ;

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan,

pelestarian sumber daya alam, pertambangan dan energi serta
kebersihan dan pertamanan -

3. pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan ;

4. pengendalian terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai  Dampak
Lingkungan ( AMDAL ), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan ( UKL - UPL );

5. pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan ;

6. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi pelestarian sumber daya
alam, penelitian dan pemetaan di bidang pertambangan, energi dan air
bawah tanah ;

(s8]



pengelolaan kebersihan dan pertamanan serta pemakaman . by
pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umun} fl
pengendalian lingkungan hidup, pertambangan dan encf
kebersthan dan pertamanan kum, hubungan
pengelolaan  urusan  kepegawaian,  keuangan, hu un.’ :
masyarakat, organisast dan tatalaksana, umum dan barang dacran.

gi scria

Bagian Kedua
Susunan Organisast

Pasal 22

. . lan
(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Pecrtambangan ¢

2)

&)

4)

(3)

(6)

Encrgi terdin dari
a. Kepala Dinas :

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1) Subbagian Umum dan Pcrencanaan
2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan |

¢. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :
1) Seksi Analisis Dampak Lingkungan ;
2) Seksi Penanggulangan Pencemaran |

d. Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energ,
membawahkan :
1) Seksi Pelestarian Sumber Daya Alam ;
2) Seksi Pertambangan dan Energj ;

¢. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan :
1) Seksi Kebersthan ;
2) Seksi Pertamanan ;

Bagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin olch
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh scorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah
ini.



BAB v
DINAS PERTANIAN

) Bagian Pertama
I\cdudulmn, Tugag Pokok, dan Fungsi

Pasal 23

Dinag Pcnmn‘an merupakan unsur pelaksana Pemerintaly Kabupaten di
bidang pertan

: lan dlpimpin olch Scorang Kepala yang berada di bawah dan
crianogung jawaly kepada Bupati melalui Sckrefaris Dacrah.

Pasal 24

Dinas Pertanian

mempunyai tug
descntr,

criania as pokok melaksanakan kewcnangan
alisasi di bidang pertanian,

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 24, Dinas

Pertanian menyelenggarakan fungsi -

L. perumusan kebijakan teknis  dibid
pertanian tanaman p
Konservasi tanah sert
oleh Bupati :

ang  pertanian  yang meliputi
angan, peternakan, perikanan, kehutanan dan
a perkebunan sesuaj kebijakan yang ditetapkan

2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan di bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman
pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan konservasi tanah serta
perkebunan ;

3.

pelaksanaan  pengaturan, pembenihan, pengembangan,  dan

pengawasan standar mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura ;

4. penyiapan pengembangan lahan pertanian, rehabilitasi, pengkajian
iklim dan tata guna air serta pengendalian hama penyakit :

> pelaksanaan  pengaturan, pembenihan, pengembangan,  dan
pengawasan standar mutu hasil peternakan dan perikanan ;

6. pengawasan dan pengendalian  kesehatan masyarakat veteriner,
penyiapan obat-obatan ternak dan ikan serta budidaya tenak dan
ikan ;

7. pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan dan inventarisasi
di bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan,
peternakan, perikanan, kehutanan dan konservasi tanah serta
perkebunan ;

8. penyelenggaraan dan pengawasan rehabilitasi, intensifikasi budidaya
tanaman kehutanan dan perkebunan ;

9. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
pertanian ;

10. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan

masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang Dagrah.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian (erdin dan :
a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1) Subbagian Umum dan Perencanaan |
2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan |

¢. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan :
1) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha ;
2) Scksi Prasarana dan Sarana |

d. Bidang Peternakan, membawahkan :
1) Scksi Bina Produksi Ternak
2) Seksi Kesehatan Hewan ¢

¢. Bidang Perikanan, membawahkan :
1) Scksi Bina Produksi Perikanan;
2) Seksi Bina Mutu dan Usaha Tani ;

f. Bidang Kchutanan dan Perkebunan, membawahkan :
1) Scksi Kchutanan dan Konservasi Tanah ;
2) Sekst Perkebunan ;

. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
1) UPTD Balai Benih Tanaman ;
2) UPTD Reproduksi Ternak ;
3) UPTD Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak ;
4) UPTD Ketahanan Pangan.

i{=]

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(5) Scksi-scksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
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Jch seorang Jaepala

(6) UPID scbagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin © ik gains el
UPTD vang berada di bawah dan bertangeune jawab heps
Dinas.
Jum

isasi Di o adalah sehagaimana (!
(7) Bagan Organisasi Dinas Pertaman adalah scbag

dalam Lampiran VI Peraturan Dacrah

3] \U ]."\

DINAS TENAGA KERIA DAN' RANSMIGRAS]
Bagran Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, dan [runge!

Pasal

3 claksana
dan  Transmierast merupakan unsur 'pu’]a.l\ an:
a0 kerja dan (ransmigrast diptmptn
3 anggung jawab kepada

Dinas Tenaga Kerja
Pemenntah Kabupaten dibidang (¢
olch seorane Kepala vang berada di bawah dan bert

Dupati melalun Sckretaiis Dacrah
Pasal 28

mempunyai  tugas pokok

Dinas  Tenaga Kerja  dan Transmigrasi '
aga kerja dan

melaksanakan Lkewenangan desentralisasi di bidang ten

fransmigrast.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28, Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan
transmigrasi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;

2. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang ketenagaketjaan dan transmigrasi ;

3. pengkoordinasian, dan pelayanan dibidang pelatihan, penyaluran,
penempatan tenaga ketja, perluasan kesempatan kerja dan
transmigrast ;

4. pengkoordinasian pelaksanaan, dan pelayanan dibidang hubungan
industrial, persyaratan kerja, kescjahteraan tenaga kerja dan purna
kerja;

5. pelaksanaan, dan pelayanan dibidang pengawasan ketenagakerjaan
dan transmigrast ;

6. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
ketenagakerjaan dan transmigrasi ;

7. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang dacrah.



(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr

3)

)

(5)

(6)

(7

Bagian Kedua
Susunan Organisast

Pasal 30
agi terdirt

dani :
2. Kepala Dinas |

b. Bagian Tata Usaha, membasvahkan :

1) Subbagian Umum dan Perencanaan |

2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan |
¢. Bidang  Penempatan  Temaga  Kerja  dan Transmmgrast,
membawahkan :
1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
2) Seksi Transmigrasi ;

d. Bidang Hubungan Industrial dan Persclisihan Ketenagakerjaan,
membawahkan ¢
1) Scksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
2) Scksi Persclisihan Ketenagakerjaan

¢. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
1) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
2) Scksi Pengawasan Kesehatan dan Kesclamatan Kerja ;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh
scorang Kepala Bagian vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

UPTD scbagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin olch seorang Kepala
UPTD vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah 1.



BAB X

. N KOPERAS]
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOP

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungst

Pasal 31
: gkan unsur
: : . “operasi merupakan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, (!nn l\opc.m R sgng
pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pcnndusm? ,d? b“ws‘; b din
dan koperasi dipimpin oleh scorang Kepala yang t;;.rmqah
1 { N 1 Sekrel: y .Cll .
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 1a

Pasal 32

ai tugas pokok

' ! i : ' uny.
C an, Perdagangan, dan Koperast mempun .
Dinas Penindustrian, Perdagangan, P e

. . . . 4 (
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perin
perdagangan serla koperasi dan usaha kecil menengah.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 32', 'Dmas

Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi menyelenggarakan fungst - i

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, Pex'clagﬂngﬂnv dan

Koperasi sesuai kebijakan yang ditctapkan oleh Bupati; '

pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sarana,

produksi dan usaha dibidang perindustrian, pcrdagangan, koperast dan

usaha kecil menengal; o

3. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
perindustrian, perdagangan, dan Koperasi ; ’

4. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi,
analisa, dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, dan
koperasi ;

3. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan informasi, promosi dagang
dan industr ;

6. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerjasama perindustrian  dan
perdagangan dalam dan luar negeri ;

7. pelaksanaan pemberian dan pencabutan badan hukum, pengawasan
dan penilaian keschatan koperasi

8. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan jaringan
ckonomi koperasi dan usaha kecil menengah ;

9. pengkoordinasian dalam pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu
hasil produksi, pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana
kemetrologian;

10. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

to



3)

)

)

(6)

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, |

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

roperasi
erdagangan, dan Koperas
terdini dari

a. Kepala Dmas

b. Bagian Tata Usaha, membarvahkan :
1) Subbagian Umum dan Perencanaan :
2) Subbagian Kepegawatan dan Kcuangan .

¢. Bidang Perindustrian, membawahkan 3
1) Seksi Kimia, Agro Indusiri dan Hasil Uulan : - i
2) Scksi Indusin Logam. Mesin, Elektronik, dan Anckd !
d. Bidang Perdagangan, membawahkan
1) Scksi Perdagangan Dalam Negert :
2) Seksi Perdagangan Luar Negert
¢. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahkan
1) Scksi Koperast ;
2) Seksi Usaha Kecil Menengah.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh
scorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Seksi-scksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan
Dagrah ini.
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BAB XI
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama :
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungst

Pasal 35

ah Kabupaten di

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerint pen d
‘ berada di bawah

bidang perhubungan dipimpin olch scorang Kepala yang N
dan berlanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah.

Pasal 36
, , o datennakan kewenangan
Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewendng
desentralisasi di bidang perhubungan.

Pasal 37
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 36. Dmnas
Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bid
scsuai kebijakan yang ditctapkan oleh Bupati ;
2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, ¢V
dan pelaporan di bidang perhubungan ; .
3. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan pengujian mutu dibidang
perhubungan ;
4. penyusunan dan penctapan jaringan transportasi kabupaten,
pemasangan, pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, angkutan jalan,
pengelolaan terminal dan perparkiran ;
pelaksanaan penertiban, pengawasan serta pengujian kelaikan
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ;
6. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
perhubungan ;
7. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang dacrah.

ang perhubungan

aluasi,

wn

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1) Subbagian Umum dan Perencanaan ;
2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan :
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: . .mbawahKan -
¢. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawa

1) Scksi Lalu Lintas :
2) Scksi Angkutan Jalan |
: an
d. Bidang Tcknik Sarana Perhubungan, membawahkar
1) Scksi Pengujian Kendaraan Bermotor |
2) Seksi Kendaraan Tidak Bermotor |

c. Unit Pelaksana Tcknis Dinas terdini dar :
1) UPTD Terminal |
2) UPTD Perparkiran.

‘i leh
: , dipimpin O
Bagian Tata Usaha schagaimana dimaksud ayat {1‘). nP npg J’awalb
scorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan pertanggy

kepada Kepala Dinas.

(1), masing-masing

Bidang-bidang scbagaimana dimaksud ayat ah dan

n; , ; i baw
dipimpin olch scorang Kcpala Bxd:_mg yang berada di
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
masing-masing

Subbagian-subbagian scbagaimana dimaksud ayat (1 ),a N baarah dan

dipimpin olch scorang Kepala Subbagian yang berad
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
Scksi-seksi scbagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing diptmpin
oleh scorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpir} oleh
seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS PARTWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Panwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten di bidang pariwisata dan kebudayaan dipimpin oleh scorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 40

T Jaksanakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyal (ULas p(’:;d:;::
kewenangan desentralisasi di bidang pariwisafa dan kebudayadt

Pasal 41

{ 1 'S asd l 40 Din:lS
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasa

Pariwisata dan Kebudayaan menyclenggarakan fupgsﬁ . wisata dan
1. pelaksanaan perumusan kebijakan tekms d b;d;t}ng rt)“'

1avaan sesuai kebijakan tofapkan oleh Bupatt - :

kebudayaan scsual kebijakan yang ditetapk g, cvaluasi

pelaksanaan penyusunan rencana dan program.

dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan ;-
aan kepariwisata

2

an., Sm’ﬂn a,

3. pelaksanaan pengembangan dan pengelol
obyck wisata, pemasaran wisata dan scm budaya : . oarivisal 4an
4. pemberdayaan sumber daya masyarakat, pengelola parye®
dunia usaha pariwisata ;
i csenia ermuseuman,
5. pelak y araan pembinaan kesenian, p Al
5. pelaksanaan penyelenggaraan P e il

kepurbakalaan, kajian s€]

an bahasa dan budaya (lacrah :

pengembangan organisast
kepurbakalaan, sejarah dan

suaka peninggalan sejarah,
tradisional serta pengembang
6. pelaksanaan fasilitasi dan
kebudayaan, — permuscuman,
tradisional:
7. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan U
pariwisata dan kebudayaan :

pengelolaan  urusan kepegawai
akat, organisasi dan {atalaksana, umum

di bidang

nilai
mum di bidang

an, keuangan, hukum, hubungant
dan barang daerab.

el

masyar.

Bagian Kedua
Susunan Organisast

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan
1) Subbagian Umum dan Perencanaan ;
2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan ;

¢. Bidang Pariwisata, membawahkan :
1) Seksi Sarana dan Obyek Wisata ;
2) Seksi Promost Wisata ;

d. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
1) Seksi Kebahasaan, Kesenian dan Nilai Tradisional ;
2) Seksi Sejarah, Museum, dan Kepurbakalaan ;



¢. Unit lfclaksann Teknis Dinas terdiri dari
1) UPTD Pesanpgrahan Colo ;
2) UPTD Museum Kretek

dipimpin oleh

/) . . | 4 .
(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), :
. ng jawd

scorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggn
hepada Kepala Dinas

masing-masing

Bidang-bidang schagaimana  dimaksud ayat (1), ’
: pawah dan

dipimpin oleh scorang Kepala Bidang vang herada di
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

@

~—

ing-masing

Subbagian-subbagian schagaimana dimaksud ayat (1), mds
: pawah dan

dipmpin olch scorang Kepala Subbagian yang berada di
) : ian yang {
bertanggune jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(4

—

(1), masing-masing dipimpin

(5) Scksi-scksi scbagaimana dimaksud ayat
a di bawah dan bertanggung

olch scorang Kepala Scksi yang berad
Jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

o-masing dipimpin oleh

(6) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1). masin otk
Jan bertanggung Jawd

scorang Kepala UPTD vang berada di bawah ¢
kepada Kepala Dinas.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah

(7) Bagan Organisasi e
ah ini.

schagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daer.
BAB XIII

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 43

( 1) Di lingkungan Dinas Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Penempatan Jabatan Fungsional dilaksanakan sccara bertahap sesual
dengan beban tugas, kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan
Dacerah.

Pasal 44

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural
dan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini,
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XIV
KETENTUAN [LAIN-LAIN

Pasal 45
. T)aer diatur
o fungsi scrta ata kerja Dinds Dacral

Penjabaran tugas pokok da
Bupatt.

(ebih lanjut dengan Keputusan

BAB XV
KETENTUAN PENU TUP

Pasal 46
Peraturan Dacrah ini, sepanjané

Hal-hal yang belum diatur  dalam
anjut oleh Bupatt.

mengenai pelaksanaanny? diatur lebih |
Pasal 47

Peraturan Daerah int mulai betlaku pada tanggal diundangkan-
pengundangim

merintahkan
baran Dacrah

at mengetahuinyd, me
a dalam Lem

Agar sctiap orang dap

Peraturan Dacrah ini, dengan penempatanty
Kabupaten Kudus.
Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 September 2003
L 7/ > BUPATIKUDUS,
2/ A \
/N £ \\
[ B
N — MUHAMMAD TAMZIL
Diundangkan di Kudus '

padatanggal g September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

LEMB X
ARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 25



PENJELASADN

ATAS

Us
PERATURAN DAE RALI KABUPA TEN KUD

NOMOR 7 TAITUN 2003

TENTANG

oK, I'L M
KEDUDUKAN. TUGAS POK p\” N uﬁl)l»b

: U
ot \Mb AST DINAS DAERAH KABU

h) ,Ll ‘\J."\\ ()P(Tl

1 PENJELASAN UNMUM : .
| .nall Nomor .
Dengan diundangkannya Peraturan l:m;)r;?:turm aera h ’Kﬂbupﬂwn
Pedoman Organisast Perangkal Daerah, adnm s it Dacra
i sasi dd
2000 ftentang Organt
Nomor 21 Tahun 20
Kudus sudah tidak sesuai lagi dan perfu digantt. Crlu
i tas, maka P :
Schubungan ~ dengan pertimbangan (i;dna%wn i
kan, Kedudukan. Tugas Pokok, Fungsi,

benfu
b eraturan Dacrah.

Kabupaten Kudus dengan P

1L PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
pasal 1s.d Pasal 47 Cukup jelas.
< OMOR 48
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOI
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Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.17
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